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PERATURAN 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 
NOMOR KEP. 11 TAHUN 2012 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR KEP.01 TAHUN 2011  
TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahaan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk 
meningkatkan kelancaran proses pengadaan barang/jasa 
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika, perlu penyempurnaan tugas Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) di Lingkungan Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika; 

                b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada  huruf a, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan 
Meteorologi,  Klimatologi, dan Geofisika tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.01 
Tahun 2011 tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) 
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan  Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 
tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5058); 

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;  

5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012; 

6. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika  Nomor 
SK.24/KP.003/KB/BMG-2005 tentang Penunjukan 
Koordinator Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 
di Setiap Provinsi di Lingkungan Badan Meteorologi dan 
Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 
SK.179/KP.003/KB/BMG-2006; 

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika; 

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika Nomor KEP.01 Tahun 2011 tentang Unit Layanan 
Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah 
diubah dengan Peaturan Kepala Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.05 Tahun 2011; 
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